SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK
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TENTANG
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WALI KOTA PONTIANAK,

bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah,
tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan
yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan
pembangunan;

bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan
tenaga kerja, sebagaimana dimaksud pada huruf a,
diperlukan pembangunan ketenagakerjaan sehingga
dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran
sertanya dalam pembangunan daerah, serta
peningkatan  perlindungan tenaga kerja dan
keluarganya sesuai dengan harkat, dan martabat
kemanusiaan;

bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksud
untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan
menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan
tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk
mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan
keluarganya dengan tetap memperhatikan
perkembangan kemajuan dunia usaha;

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang serta peraturan pelaksanaannya terdapat
beberapa aturan ketenagakerjaan yang mengalami
perubahan, sehingga  peraturan daerah tentang
penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kota Pontianak,
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan
tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, sehingga
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan
huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;



Mengingat : 1.
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-
Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II
Tapin dan Daerah tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib
Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 320);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Tehadap Wanita (Convention on
The Elimination of All Forms of Discrimanation Against
Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3277);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3468);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang
Pelarangan dan Tindakan serta Penghapusan Bentuk
Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3941);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3989);
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan  (Lembaran  Negara = Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang
Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947
Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam
Industri dan Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 4039);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4356);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang
Penerapan Undang-Undang Nomor S Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 8);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang
Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3458);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6566);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6646);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6647);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6648);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6649);



24. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6678);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan

WALI KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang
mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang
ketenagakerjaan.

6. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga
kerja pada waktusebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

7. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

8. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalambentuk lain.

9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum,
atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

10. Pengusaha adalah:
a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
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b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara

berdiri sendiri menjalankanperusahaan bukan miliknya; dan

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada

di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Perusahaan adalah:

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;atau

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus
dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan
dalam bentuk lain.

Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses penyusunan rencana
ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam
penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan
ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis
data yang berbentuk angkayang telah diolah, naskah dan dokumen yang
mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi,
memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja,
produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan
dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau
pekerjaan.
Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang
sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang
diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan
dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan
instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses
produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai
keterampilan atau keahlian tertentu.

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk

mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga

kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan
kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang
sesuai dengan kebutuhannya.

Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan

maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak,

dan kewajiban para pihak.

Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur

pekerjaan, upah, dan perintah.

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk

antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang

terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang
didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.
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Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari,
oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar
perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan
bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi
hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan
pekerja/buruh dan keluarganya.

Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu
perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/
serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.

Lembaga Kerja Sama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan
musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri
dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan
pemerintah.

Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil
perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa
serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau
beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-
syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan
pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh
karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan
perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Mogok Kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan
dilaksanakan secara bersama- sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat
buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.

Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah
pegawai instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang
ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melakukan Pembinaan,
Pengembangan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
melalui mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis
kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan
hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja,
dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu
perusahaan.

Penutupan Perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk
menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan
pekerjaan.

Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena
suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban
antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan
pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan
kewajiban para pihak.

Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas)
tahun.
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Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,
termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Kesejahteraan Pekerja/Buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan
dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam
maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak
langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan
kerja yang aman dan sehat.

Uang Pisah adalah kompensasi berupa sejumlah uang yang diberikan
oleh Perusahaan kepada Pekerja yang berhak mendapatkan uang pisah
yang jumlahnya di atur oleh Perusahaan.

Uang Kompensasi adalah sejumlah uang yang diberikan oleh perusahaan
kepada Pekerja setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan
menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka
waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat
mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh
dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu intuisi atau lembaga
yang berfungsi sebagai penyedia layanan untuk penyandang disabilitas.
Pekerja Migran Indonesia adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNI)
baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja diluar negeri dengan
jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur
penempatan pekerja migran Indonesia.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dokumen tentang
Perencanaan penggunaan tenaga kerja asing yang harus dimiliki oleh
kegiatan investasi yang menggunakan tenaga kerja asing dalam kegiatan
usahanya.

Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan adalah forum komunikasi atau
wadah yang beranggotakan dari unsur-unsur perusahaan, pemerintah,
asosiasi, LPK serta stakeholder lainnya wuntuk memfasilitasi
penyelenggaraan program pemagangan.

Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksanaan kegiatan
sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari badan Nasional Sertifikasi
Profesi.

Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum atau
perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan
pelatihan kerja.

Sertifikat Pemagangan adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh
lembaga penyelenggaraan pemagangan yang menerangkan bahwa
seseorang telah dinyatakan berhasil menguasai kompetensi pada suatu
kualifikasi/jabatan/pekerjaan tertentu yang ditempuhnya.

Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh
lembaga sertifikasi profesi terakreditasi dan terlisensi dari Badan
Nasional Sertifikasi Profesi yang menerangkan bahwa seseorang telah
menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan standar kompetensi
kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau standar
Khusus.
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48. Unit Pelatihan adalah satuan unit yang menyelenggarakan pelatihan
di perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri, maupun
kebutuhan masyarakat.

49. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja yang mengikat
karyawan kontrak atau pekerja lepas dalam waktu tertentu.

BAB II
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Landasan

Pasal 2

Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 3

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan
dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4
Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:
a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan
manusiawi;

b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga
kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan
daerah;

c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan; dan

d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

BAB III
KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA

Pasal 5

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi
untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 6

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa
diskriminasi dari pengusaha.
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BAB IV
PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 7

(1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan
kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja.

(2) Perencanaan tenaga kerja meliputi:

a. perencanaan tenaga kerja makro; dan
b. perencanaan tenaga kerja mikro.

(3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program
pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah
harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan
meliputi:

penduduk dan tenaga kerja;

kesempatan kerja;

pelatihan kerja berbasis kompetensi;

produktivitas tenaga kerja;

hubungan industrial;

kondisi lingkungan kerja;
g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
h. jaminan sosial tenaga kerja.

(2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah
maupun swasta.

O a0 o

BAB V
PELATIHAN KERJA
Pasal 9
Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali,
meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan
kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.

Pasal 10

(1) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar
kerja dan dunia usaha,baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

(2) Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang
mengacu pada standar kompetensi kerja.

(3) Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang.

Pasal 11

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan
dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat,
dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

Pasal 12

(1) Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan
kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.
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(2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(3) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti
pelatihan kerja sesuaidengan bidang tugasnya.

Pasal 13

(1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh:

a. lembaga pelatihan kerja pemerintah;
b. lembaga pelatihan kerja swasta; atau
c. lembaga pelatihan kerja perusahaan.

(2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat
kerja.

(3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama
dengan swasta.

(4) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan lembaga pelatihan kerja perusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ mendaftarkan kegiatannya kepada SKPD
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di daerah.

Pasal 14

(1) Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) huruf b wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah.

(2) Bagi lembaga pelatihan kerja swasta yang terdapat penyertaan modal
asing, Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 15
Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan:
a. tersedianya tenaga kepelatihan;
b. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;
c. tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan
d. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan
kerja.

Pasal 16
(1) Lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memperoleh izin dan lembaga
pelatihan kerja pemerintah yang telah terdaftar dapat memperoleh
akreditasi dari lembaga akreditasi.
(2) Organisasi dan tata kerja lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 17
(1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kota dapat
menghentikan sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja,
apabila dalam pelaksanaannya:
a. tidak sesuai dengan arah pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9; dan/atau
b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai alasan dan saran
perbaikan dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja
hanya dikenakan terhadap program pelatihan yang tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 15.

(4) Bagi penyelenggara pelatihan kerja dalam waktu 6 (enam) bulan tidak
memenuhi dan melengkapi saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikenakan sanksi penghentian program pelatihan.

(5) Penyelenggara pelatihan kerja yang tidak menaati dan tetap
melaksanakan program ©pelatihan kerja yang telah dihentikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi pencabutan izin
dan pembatalan pendaftaran penyelenggara pelatihan.

(6) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara penghentian sementara,
penghentian, pencabutan izin, dan pembatalan pendaftaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah
mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja
pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat
kerja.

(2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.

(3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diikuti oleh tenagakerja yang telah berpengalaman.

(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan
nasional sertifikasi profesi yang independen.

(5) Pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan pemberian
pengakuan kompetensi/sertifikasi lulusan pelatihan kerja.

Pasal 19
Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitass dilaksanakan
dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga
kerja penyandang disabilitas yang bersangkutan.

Pasal 20
(1) Untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka
pembangunan ketenagakerjaan, dikembangkan satu sistem pelatihan
kerja yang merupakan acuan pelaksanaan pelatihan kerja di semua
bidang dan/atau sektor.
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(2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai bentuk, mekanisme, dan kelembagaan
sistem pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21
Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan.

Pasal 22

(1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara
peserta dengan pengusaha yang di buat secara tertulis.

(2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya memuat ketentuan lebih lanjut hak dan kewajiban
peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan.

(3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak sah dan status
peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 23

Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas
pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga
sertifikasi.

Pasal 24

Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat
penyelenggaraan pelatihankerja, atau perusahaan lain.

Pasal 25

(1) Pemagangan wajib mendapat izin dari pemerintah daerah.

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyelenggara pemagangan harus berbentuk badan hukum Indonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara perizinan pemagangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan
pemagangan.

(2) Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujukan ke arah
peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan
kerja dan produktivitas.

(3) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan
efisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas daerah.
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BAB VI

PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 27

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk
memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan
yang layak di dalam atau di luar negeri.

Pasal 28

(1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka,
bebas, objektif, serta adil,dan setara tanpa diskriminasi.

(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja
pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat,
minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak
asasi, dan perlindungan hukum.

(3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan
pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai
dengan kebutuhan program daerah.

Pasal 29
Penempatan tenaga kerja terdiri dari:
a. penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan
b. penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Pasal 30

(1) Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri
tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan
tenaga kerja.

(2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan
tenaga kerja.

(3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang
mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental
maupun fisik tenaga kerja.

Pasal 31

(1) Penempatan tenaga kerja oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelayanan penempatan
tenaga kerja.

(2) Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang
meliputi unsur:

pencari kerja;

lowongan pekerjaan;

informasi pasar kerja;

mekanisme antar kerja; dan

kelembagaan penempatan tenaga kerja.

(3) Unsur-unsur sistem penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapatdilaksanakan secara terpisah yang ditujukan untuk
terwujudnya penempatan tenaga kerja.
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Pasal 32

(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (1) terdiri atas:

a. instansi  pemerintah  yang  bertanggung jawab di  bidang
ketenagakerjaan; dan
b. lembaga penempatan tenaga kerja swasta.

(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga
kerja wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (1) huruf a, dilarang memungut biaya penempatan, baik
langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada
tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja.

(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (1) huruf b, hanya dapat memungut biaya penempatan
tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan
dan jabatan tertentu.

BAB VII
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Pasal 34

(1) Pemerintah daerah bertanggung jawab mengupayakan perluasan
kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

(2) Pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan
perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan
kerja.

(3) Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor
diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam
maupun di luar hubungan kerja.

(4) Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia
usaha perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap
kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan
perluasan kesempatan kerja.

Pasal 35

(1) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui
penciptaan kegiatan yang produktif dan Dberkelanjutan dengan
mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan
teknologi tepat guna.

(2) Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga
kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat
guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang
dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
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Pasal 36

(1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan
kesempatan kerja.

(2) Pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengawasi
pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dibentuk badan koordinasi yang beranggotakan unsur pemerintah daerah
dan unsur masyarakat.

BAB VIII
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 37

(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib
memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja
asing.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau
pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing;
atau

c. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja pada jenis
kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi,
perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi, kunjungan bisnis,
dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam
hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki
kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

(5) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi
personalia.

Pasal 38

(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib:

a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga
pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih
teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing;

b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja
Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan
kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing; dan

c. memulangkan tenaga kerja asing ke mnegara asalnya setelah
hubungan kerjanya berakhir.

(2) Ketentuan Lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan
tertentu.
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Pasal 39

(1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap  tenaga  kerja
asing yangdipekerjakannya.

(2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku bagiinstansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan
internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu
di lembaga pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan kompensasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40
Wajib laporan

(1) Pengusaha atau Pengurus Wajib melaporkan secara tertulis setiap
mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau
membubarkan perusahaan kepada Dinas yang membidangi Ketenaga
kerjaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan,
menjalankan atau memindahkan perusahaan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat keterangan:
a. indentitas perusahaan;

b. hubungan ketenagakerjaan;
c. perlindungan tenaga kerja; dan
d. kesempatan kerja.

(3) Pejabat yang membidangi Ketenagakerjaan dapat mengatur lebih lanjut

perincian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII
HUBUNGAN KERJA

Pasal 41

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha
dan pekerja/buruh.

Pasal 42

(1) Perjanjian kerja waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu wajib dicatatkan pada dinas yang
membidangi ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah perjanjian
kerja waktu tertentu ditandatangani.

BAB IX
PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Perlindungan
Paragraf 1
Penyandang Disabilitas
Pasal 43

(1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas
wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat
keterbatasannnya.
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(2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai denganlketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan
Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling rendah 2% (dua persen)
penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

(4) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling rendah 1% (satu persen)
penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 44

Pemerintah Daerah Wajib memiliki unit layanan Disabilitas pada Dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Paragraf 2
Anak
Pasal 45

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Pasal 46

(1) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat
dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun
sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan
sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental,
dan sosial.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

izin tertulis dari orang tua atau wali;

perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

keselamatan dan kesehatan kerja;

adanya hubungan kerja yang jelas; dan

menerima upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
huruf b, huruf f, dan huruf g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada
usaha keluarganya.
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Pasal 47
Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan Pekerja/buruh dewasa,

maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh
dewasa.

Pasal 48

Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat
dibuktikan sebaliknya.

Paragraf 3
Waktu Kerja
Pasal 49

Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada
pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya
dan menyediakan ruangan untuk ibadah.
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Paragraf 4

Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pasal 50

Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Paragraf 5
Struktur dan Skala Upah
Pasal 51

(1) Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan
dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

(2) Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam
menetapkan upah.

Pasal 52

Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan
memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

BAB XI
HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pasal 53

Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana:

serikat pekerja/serikat buruh;

organisasi pengusaha;

lembaga kerja sama bipartit;

lembaga kerja sama tripartit;

peraturan perusahaan;

perjanjian kerja bersama,;

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
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Pasal 54

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku
setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dinas yang
membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 55

Perjanjian Kerja Bersama

Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau
beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau
beberapa pengusaha.
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Pasal 56
Uang Pisah

Uang Pisah wajib diatur perusahaan dalam Peraturan perusahaan dan
diberikan kepada tenaga kerja yang berhak mendapatkan uang pisah.

Pasal 57
Perselisihan Hubungan Industrial

(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh
pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara
Bipartit/musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal perundingan bipartit/ musyawarah untuk mufakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu atau
kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk dimintakan
penyelesaian lebih lanjut.

Pasal 58

(1) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka pihak dapat
menyelesaikannya secara bipartit dan apabila tidak tercapai kesepakatan
maka salah satu pihak dapat meminta penyelesaian kepada pemerintah
daerah yang membidangi masalah ketenagakerjaan.

(2) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib
membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan
uang penggantian hak, uang pisah dan/atau uang kompensasi sesuai
hasil kesepakatan dan/atau sesuai keputusan pengadilan hubungan
Industrial.

Pasal 59

Pembinaan

(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan
yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

(2) Pembinaan sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1), dapat
mengikutsertakan organisasi pengusaha, organisasi serikat
pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait.

Pasal 60

(1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau
lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan ketenagakerjaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
dalam bentuk piagam,uang, dan/atau bentuk lainnya.

Pasal 61

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja
7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu dengan hari
kerja 6 (enam) hari wajib membayar upah lembur dan/ atau 8 (delapan)
jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu dengan hari kerja 5 (lima)
hari wajib membayar upah lembur.
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(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja
harus memenuhi syarat:

a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan

b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat)
jam dalam 1 (satu) haridan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu)
minggu.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Pengusaha yang
mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, pada
istirahat mingguan, atau pada hari libur resmi wajib membayar upah
kerja lembur.

(4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b tidak berlaku bagisektor usaha atau pekerjaan tertentu.

Pasal 62

(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan
sosial tenaga kerja.

(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perusahaan dalam merekrut tenaga kerja wajib memprioritaskan tenaga
kerja yang berdomisili di sekitar perusahaan.

Pasal 63

(1) Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah
minimum.

(2) Ketentuan Upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro dan
usaha kecil.

(3) Upah pada wusaha mikro dan wusaha kecil ditetapkan
berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan
pekerja/buruh di Perusahaan dengan ketentuan:

a. paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari rata-
rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi; dan

b. mnilai Upah yang disepakati paling rendah 25% (dua puluh lima
persen) di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.

(4) Rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang
berwenang di bidang statistik.
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Pasal 64

Pengawasan

Pengawasan  ketenagakerjaan  dilakukan oleh  pegawai  pengawas
ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna
menjamin  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mengenakan sanksi
administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 25, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34
ayat (2) Pasal 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 54 dan Pasal 57 ayat
(2).

(2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak
Tahun 2013 Nomor 12); dan

b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak
Tahun 2018 Nomor 5),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 September 2023

WALI KOTA PONTIANAK,
ttd
EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 22 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
ttd
MULYADI
LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (4/2023)
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan
nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya
untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta
mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil
maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga
terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan
pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi
yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan,
Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum
dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha,
pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang
menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan
sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja
Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga
kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan
ketenagakerjaan harus diarahkan wuntuk terus mewujudkan hubungan
industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan
penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan dalam
TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam bidang
ketenagakerjaan, Ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam
menegakkan demokrasi di tempat kerja. Penegakkan demokrasi di tempat kerja
diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja
dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-
citakan.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang maka Peraturan Daerah
Nomor 23 Tahun 2002 tentang sehingga Pengawasan, Pengendalian dan
Pelarangan Peredaran Minuman beralkohol sudah tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang.
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II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2

Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu,
pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan
manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur,
dan merata baik materiil maupun spiritual.

Pasal 3

Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan
asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila
serta asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan
mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai
pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh.
Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan
secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung.
Pasal 4
Huruf a
Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan
suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan
kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja
Indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini
diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi
secara optimal dalam Pembangunan Nasional, namun
dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaannya.
Huruf b
Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh
wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan
pasar kerja dengan memperhatikan kesempatan yang sama untuk
memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja indonesia sesuai
dengan bakat, minat dan kemampuannya.Demikian pula
pemerataan penempatan tenaga kerja perlu diupayakan agar dapat
mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Pasal 5

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama
untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa
membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik
sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang
bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para
penyandang disabilitas.



Pasal 6

Pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh
tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan
aliran politik.

Pasal 7
Ayat (1)

Perencanaan tenaga kerja yang disusun dan ditetapkan oleh
pemerintah dilakukan melalui pendekatan perencanaan tenaga
kerja nasional, daerah, dan sektoral.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kerja
makro adalah proses penyusunan rencana
ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat
pendayagunaan tenaga kerja secara optimal, dan
produktif guna mendukung pertum-buhan ekonomi
atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun
sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja
seluas- luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan
meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Hurufb

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kerja
mikro adalah proses penyusunan rencana
ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu
instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta
dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga
kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung
pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi atau
perusahaan yang bersangkutan.

Cukup Jelas.

Pasal 8
Ayat (1)

Informasi ketenagakerjaan dikumpulkan dan diolah sesuai
dengan maksud disusunnya perencanaan tenaga Kkerja
nasional, perencanaan tenaga kerja daerah provinsi atau Kota.

Ayat (2)

Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, partisipasi
swasta diharapkan dapat memberikan informasi mengenai
ketenagakerjaan. Pengertian swasta mencakup perusahaan,
perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat di pusat,
provinsi atau kabupaten/ kota.

Pasal 9
Yang

dimaksud dengan peningkatan kesejahteraan adalah

kesejahteraan bagi tenaga kerja yang diperoleh karena terpenuhinya
kompetensi kerja melalui pelatihan kerja.



Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Pengguna tenaga kerja terampil adalah pengusaha, oleh
karena itu pengusaha bertanggung jawab mengadakan
pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya.
Ayat (2)
Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi diwajibkan
bagi pengusaha karena perusahaan yang akan memperoleh
manfaat hasil kompetensi pekerja/buruh.
Ayat (3)
Pelaksanaan pelatihan kerja disesuaikan dengan
kebutuhan serta kesempatan yang ada diperusahaan agar
tidak mengganggu kelancaran kegiatan perusahaan.

Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ‘'"lembaga pelatihan kerja
pemerintah”" adalah lembaga pelatihan kerja yang
dimiliki oleh pemerintah.
Huruf b
Yang dimaksud dengan 'lembaga pelatihan kerja
swasta" adalah lembaga yang dimiliki oleh swasta.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "lembaga pelatihan kerja
perusahaan" adalah unit pelatihan yang terdapat di
dalam perusahaan.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)

Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Ayat (1)

Cukup Jelas.



Ayat (2)

Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat
kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif
melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar
kompetensi nasional dan/atau internasional.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Pasal 19

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Sistem pelatihan kerja nasional adalah keterkaitan dan
keterpaduan berbagai unsur pelatihan kerja yang antara
lain meliputi peserta, biaya, sarana, dan prasarana, tenaga
kepelatihan, program dan metode, serta lulusan. Dengan
adanya sistem pelatihan kerja nasional, semua unsur dan
sumber daya pelatihan kerja nasional yang tersebar di
instansi pemerintah, swasta, dan perusahaan dapat
dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2)

Pasal 21

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Hak peserta pemagangan antara lain memperoleh uang
saku dan/atau uang transpor, memperoleh jaminan sosial
tenaga kerja, memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir
program. Hak pengusaha antara lain berhak atas hasil
kerja/jasa peserta pemagangan, merekrut pemagang sebagai
pekerja/buruh bila memenuhi persyaratan. Kewajiban
peserta pemagangan antara lain menaati perjanjian
pemagangan, mengikuti tata tertib program pemagangan,
dan mengikuti tata tertib perusahaan.

Adapun kewajiban pengusaha antara lain menyediakan
uang saku dan/atau uang transpor bagi peserta
pemagangan, menyediakan fasilitas pelatihan, menyediakan
instruktur, dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan
kerja.

Jangka waktu pemagangan bervariasi sesuai dengan jangka
waktu yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi
yang ditetapkan dalam program pelatihan pemagangan.



Ayat (3)
Dengan status sebagai pekerja/buruh di perusahaan yang
bersangkutan, maka berhak atas segala hal yang diatur
dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 23

Sertifikasi dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang dibentuk
dan/atau diakreditasi oleh pemerintah bila programnya bersifat
umum, atau dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan bila
programnya bersifat khusus.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan terbuka adalah pemberian informasi
kepada pencari kerja secara jelas antara lain jenis pekerjaan,
besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk
melindungi pekerja/buruh serta untuk menghindari terjadinya
perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan. Yang dimaksud
dengan bebas adalah pencari kerja bebas memilih jenis
pekerjaan dan pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja,
sehingga tidak dibenarkan pencari kerja dipaksa untuk
menerima suatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak dibenarkan
dipaksa untuk menerima tenagakerja yang ditawarkan.
Yang dimaksud dengan objektif adalah pemberi kerja agar
menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja
sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan jabatan
yang dibutuhkan, serta harus memperhatikan kepentingan
umum dengan tidak memihak kepada kepentingan pihak
tertentu.
Yang dimaksud dengan adil dan setara adalah penempatan
tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga
kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna
kulit, agama, dan aliran politik.
Ayat (2)
Cukup Jelas.



Ayat (3)
Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh
wilayah Negara Republik Indonesia sebagai satu kesatuan
pasar kerja nasional dengan memberikan kesempatan yang
sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja
sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian
pula pemerataan kesempatan kerja perlu diupayakan agar
dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja di seluruh sektor dan

daerah.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Ayat (1)
Huruf a
Tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing tidak
secara otomatis menggantikan atau menduduki jabatan
tenaga kerja asing yang didampinginya. Pendampingan
tersebut lebih dititik beratkan pada alih teknologi dan
alih keahlian agar tenaga kerja pendamping tersebut
dapat memiliki kemampuan sehingga pada waktunya
diharapkan dapat mengganti tenaga kerja asing yang
didampinginya.
Huruf b
Pendidikan dan pelatihan kerja oleh pemberi kerja
tersebut dapat dilaksanakan baik di dalam negeri
maupun dengan mengirimkan tenaga.
Huruf c
Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas.



Pasal 39
Ayat (1)
Kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam
rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumber
daya manusia Indonesia.

Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Laporan yang diperoleh diolah sebagai bahan bagi Pemerintah
untuk menetapkan kebijaksanaan dalam peningkatan perluasan
kesempatan kerja, pembinaan hubungan ketenaga kerjaan dan
perlindungan tenaga kerja.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Perlindungan sebagaimana dimaksud misalnya penyediaan
aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri
yang disesuaikan dengan jenis dan derajat keterbatasannya.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.



Pasal 50

Yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja adalah bagian darisistem manajemen perusahaan
secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi,
perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan
sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan,
pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan
dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang
berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja
yang aman, efisien, dan produktif.

Pasal 51
Ayat (1)
Penyusunan struktur dan skala upah dimasudkan sebagai
pedoman penetapan upah sehingga terdapat kepastian upah
tiap pekerja/buruh serta mengurangi kesenjangan antara
upah terendah dan tertinggi di perusahaan yang bersangkutan
Struktur dan skala upah dimaksudkan antara lain untuk:
a. mewujudkan Upah yang berkeadilan;
b. mendorong peningkatan produktivitas di Perusahaan;
c. meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh;
d. menjamin kepastian Upah; dan
e. mengurangi kesenjangan antara Upah terendah dan
tertinggi.
Ayat (2)
Peninjauan wupah dilakukan untuk penyesuaian harga
kebutuhan hidup, pretasi kerja, pengembangan dan
kemampuan perusahaan.
Faktor yang digunakan/dipilih untuk menilai atau
membobot  jabatan yang dapat dikompensasikan
(compensable factor) dalam penyusunan struktur dan
skala Upah antara lain pendidikan, keterampilan, dan
pengalaman yang dipersyaratkan oleh jabatan.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55

Pembuatan perjanjian kerja bersama harus dilandasi dengan itikad
baik, yang berarti harus ada kejujuran dan keterbukaan para
pihak serta kesukarelaan/kesadaran yang artinya tanpa ada
tekanan dari satu pihak terhadap pihak lain.
Pasal 56

Uang Pisah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada
tenaga kerja sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah dan
Uang Pisah wajib diatur perusahaan dalam Peraturan perusahaan dan
diberikan kepada tenaga kerja yang berhak mendapatkan uang pisah.



Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan meminta penyelesaian adalah
kegiatan-kegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat
menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antara
lain pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan
metode kerja, dan memberikan pembinaan kepada
pekerja/buruh.

Ayat (2)

Pasal 59

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Yang dimaksudkan dengan independen adalah pegawai
pengawas dalam mengambil keputusan tidak terpengaruh oleh
pihak lain.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.
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